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Temuan ICW dalam Daftar Calon
Tetap Calon Anggota Legislatif: 56
Mantan Terpidana Korupsi
Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024
Mendatang

<. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch

"’"’iy(ICW) terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang
nantinya nama mereka akan tertera di surat suara.
Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD
tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD
Rl. Temuan ini memperlihatkan rendahnya
kesadaran pemangku kepentingan menjamin
pemenuhan nilai integritas dalam pemilu.

KPU enggan membuat terobosan regulasi yang
mewajibkan setiap calon dengan status hukum
. sebagai mantan terpidana  korupsi  untuk
mendeklarasikan informasi tersebut. Akibatnya,
berdasarkan pemantauan ICW, ada sejumlah
mantan terpidana yang menutup akses informasi itu
sehingga tidak diketahui para pemilih. v
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Selengkapnya dapat dibaca di
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ICW Mendesak
Presiden Jokowi
Menghindari
Politik Praktis
Jelang Pemilu
Tahun 2024

Selengkapnya dapat
dibaca di

Presiden Jokowi selalu bersikap
permisif terhadap potensi konflik
kepentingan dalam pemerintahannya.
Bukan hanya konflik kepentingan,
namun ambiguitas sikap Presiden
Jokowi menanggapi situasi politik
terkini juga dapat dianggap masyarakat
sebagai upaya memperdagangkan
pengaruh (trading in influence). Sebab,
keterlibatan dalam politik praktis,
bahkan jika kemudian ia mendukung
secara langsung kandidat tertentu bisa
menggerakkan struktur negara untuk
mengikuti langkahnya.

Sumber: Garak.id



ICW Menang, Kemendagri
Harus Membuka Segala

Dokumen terkait Pengangkatan
Penjabat Kepala Daerah!

Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat
Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala
Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan
hakim di putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022
merupakan informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen
tersebut kepada ICW

Dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima
Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang
Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar
belakang kandidat PJ Kepala daerah merupakan informasi terbuka dan wajib
memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada ICW sepanjang tidak
memuat data pribadi.

Selengkapnya dapat dibaca di




Mendagri Tito Karnavian Jangan Membangkang dari
Tindakan Korektif Ombudsman Republik Indonesia!

Berdasarkan catatan KontraS,
ICW dan Perludem pada periode
Mei - Juli 2022 setidaknya
terdapat 8 (delapan) penunjukan
sementara Penjabat Kepala
Daerah yang dilakukan oleh
Mendagri mulai dari Gubernur
hingga Bupati/Walikota yang
habis masa jabatannya. Salah
satunya adalah perwira tinggi
aktif dari unsur Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Hal itu tentunya
sangat kontraproduktif dengan
semangat reformasi untuk
memisahkan ABRI dari urusan

sipil.

Di sisi lain, seluruh rangkaian
penunjukan yang
dilakukan oleh Mendagri tersebut

proses

dilakukan tanpa dasar aturan
pelaksana yang telah
diperintahkan oleh Mahkamah
Konstitusi, sehingga
menyebabkan minimnya
akuntabilitas serta sarat akan

potensi konflik kepentingan.

Selengkapnya
dapat dibaca di




Jelang Pelantikan 10 Penjabat Gubernur: Mendagri

Masih Membangkang dari Perintah Hukum

Jelang pelantikan 10 Penjabat Gubernur pada hari Selasa
(5/9), Menteri Dalam Negeri tetap membangkang dari
amanat konstitusi dan putusan Komisi Informasi Pusat
(KIP) yang menyatakan bahwa dokumen hukum serta
informasi terkait penunjukan PJ Kepala Daerah harus
terbuka bagi publik. Ini secara terang benderang
dipertontonkan pada 22 Agustus 2023, di mana Indonesia
Corruption Watch (ICW) menerima sejumlah dokumen
yang diberikan secara langsung oleh perwakilan
Kementerian Dalam Negeri pasca putusan KIP Nomor
007/I/KIP-PS-A/2023. Meski dalam surat Nomor
000.9.3.4/4478/S) yang ditandatangani oleh Suhajar
Diantoro selaku atasan PPID Kemendagri, dinyatakan
bahwa terdapat itikad baik Kementerian untuk
mendukung keterbukaan informasi publik, namun apabila
membaca isi surat dan dokumen lampirannya, klaim
tersebut faktanya tidak terbukti.
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Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Terbukti
Melanggar Etik

Guntur terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi akibat mengubah risalah frasa “dengan demikian” menjadi
frasa “ke depan” yang diungkap oleh Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK) melalui putusan No. 01/MKMK/T/02/2023.

Koalisi menuntut agar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah segera
mengundurkan diri dari jabatannya dan Mahkamah Konstitusi harus segera
menindaklanjuti seluruh rekomendasi MKMK.
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Selengkapnya dapat dibaca di E':"l‘;f 'q
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Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR:
Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya
Sistematis Menundukkan Mahkamah
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Mahkamah Konstitusi terang
benderang diperlihatkan lembaga
legislatif. Betapa tidak, melalui
forum rapat paripurna beberapa
waktu lalu, DPR secara
serampangan memberhentikan
Hakim Konstitusi Aswanto tanpa
basis argumentasi yang utuh.
Dalam waktu bersamaan, anggota
dewan juga sepakat memilih
Sekretaris Jenderal MK, Guntur
Hamzah, untuk mengganti posisi
Aswanto sebagai hakim konstitusi
mendatang.

Langkah DPR terhadap MK ini
semakin  memperlihatkan sikap
otoritarianisme dan
pembangkangan hukum. Indonesia
Corruption Watch (ICW)
mengidentifikasi setidaknya ada
enam poin kekeliruan DPR saat
merombak  komposisi EIEIS
hakim konstitusi.

Selengkapnya dapat dibaca di




Bukti Konkret Kebobrokan KPU
dalam Menyusun PKPU
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Mahkamah Agung (MA) akhirnya menjatuhkan
putusan uji materi Peraturan KPU (PKPU) terkait
polemik percepatan mantan terpidana korupsi dalam
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sesuai
harapan, MA mengabulkan permohonan uji materi
yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch
(ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad.

Selengkapnya dapat dibaca di




Langgar Etlk Empat Kah KetuziiPﬁ
RI Harus Segera Mundur!

Pada tanggal 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa komisioner Komisi
Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melanggar etik. Dalam putusan tersebut,
para komisioner KPU terbukti melanggar etik karena menerima pencalonan
Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk
Pemilu 2024.

Putusan DKPP ini telah memperkuat putusan MK bahwa pencalonan Gibran
Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Rl cacat secara etika. Lebih
penting, ini memperkuat bukti ‘bahwa pemilu 2024 cacat integritas.
Penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersih dari kepentingan politik
praktis justru bermain api.

Selengkapnya dapat dibaca di




Jaga Netralitas Negara, Usut Tuntas Cuitan
Kampanye #PrabowoGibranzo24 di Akun
@Kemhan RI
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IMenhanPrabowo #KSAU #Kemhan
#KemhanRl #TNIAU

Berbagai praktik penggunaan sumber daya dan dana negara diduga terjadi,
baik itu di level nasional maupun daerah. Sumber daya negara yang dipolitisasi
beragam, mulai dari aparatur negara hingga fasilitas negara.

Terbaru, akun Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu @Kemhan_RI, di
platform sosial media X pada 21 Januari 2024 pukul 10:25 mengunggah cuitan
berisi tagar yang mengarah pada unjuk citra diri pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan foto komplek
perumahan. Cuitan tersebut telah diakui oleh Kepala Biro Humas Kemhan
Brigjen Edwin Adrian melalui keterangan yang telah banyak dikutip awak
media. Cuitan yang telah dihapus tersebut disebutnya sebagai
ketidaksengajaan dari admin media sosial Kemhan.

Selengkapnya dapat dibaca di




Sesat Pikir Perpanjangan Masa
Jabatan Kades: Niat Buruk

Politisasi Desa dan Suburkan
Oligarki Desa

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi
sembilan tahun patut ditolak DPR dan pemerintah. Selain bernuansa politis
dengan tukar guling dukungan menuju kontestasi pemilu 2024, usulan
tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan
desa. Sebaliknya, akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki
di desa dan politisasi desa.

Desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola
keuangan yang masih eksklusif dari partisipasi bermakna (meaningful
participation) masyarakat hingga korupsi. Akibatnya, pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambil
kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif, seharusnya fokus urun rembuk
membenahi regulasi dan sistem yang efektif meningkatkan kemajuan
pembangunan desa, termasuk didalamnya mereduksi potensi korupsi. Bukan
menyambut usulan yang justru akan memperburuk masalah di desa.

Selengkapnya dapat dibaca di




DEMOKRASI
DIKORUPSI




